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Absﬁract . -

. 'The Constztutzonal Coun‘ has piayed a major and deczswe role in Lhe Iast SOy
. election in 2009. The major role has’even, begun long before the general = 7
g elecuon phase begms and theend of the elecaon phase is also determined
. :by the role of the Constitutional Court. The role of the Constitutional Court " -

isnotlimited to latw enforcement contained the “election regulattons namely
the dtspufe ‘over the result-but muech bigger than that, Interestingly, in
pe:formmg its role the. Court has produced controversy decisions that has
never encountered before even the decisions also intersecting with other
judicial institutions. But on the other side, there are also Jound in guarantees
of citizens rights :and minimal protection can actually be done by the
Constitutional Court.-Election 2009 also suggests that: institutions like the

Constltuiwnal Court that can act as a determinant of o very delicate political -

process could drag the polztzmzatzon of thzs mstztutzon out of the ongznalzty

Key words: Constitutional Court, election, disputes regardmg general election
results, _}'U.dlCIal review .

" Abstrak

Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran besar dan menentukan
dalam Pemilu 2009 yang lalu. Peran besar tersebut bahkan telah
dimulai jauh sebelum tahapan pemilu mulai dilaksanakan dan akhir
dari tahapan pemilu juga telah ditentukan oleh peran dari Mahkamah
Konstitusi, Peran MK itu tidak terbatas pada jenis penegakan hukum
yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu soal sengketa
hasil, namun bahkan jauh lebih besar daripada itu. Menariknya, dalam
melakukan perannya MK telah mengeluarkan putusan-putusan yang
kontroversial yang sebelumnya belum pernah terjadi, bahkan putusan
MK tersebut dianggap tumpang tindih dengan produk kewenangan
lembaga peradilan lain. Namun di lain pihak, juga ditemukan adanya
perlindungan hak warga negara dan perlindungan yang terbatas
sesungguhnya dapat diberikan oleh MK. Pemilu 2009 juga memberikan
gambaran bahwa lembaga hukum seperti MK, yang dapat bertindak
sebagai penentu suatu proses politik, sangat rawan untuk dipolitisasi
sehingga dapat menyeret lembaga ini keluar dari orisinalitasnya.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilu, sengketa hasil pemiiu,
pengujian undang-undang

Direktur Riset Pusat Studi Hukum Tata Negara Falkultas Hukum Universitas
Indenesia.

537




L '_Mizmmmw Vol. 6 No. 3 - September 2009

o Al Pendahuluan S

-Pemilu 2009 berlangsung d1tanda1 dengan munculnya
'berbagal persoaian yang rumit, bahkan di antara persoalan
“yang tampil, merupakan persoalan vang sama sekall baru
sehingga mengakibatkan penyelesaiannya menimbuikén
'herbagal kontroversi. Di antara kontroverm yang mengemuka,
'_-:bukan lagl hanya beredar . dz mlayah pohtlk melainkan suclah
"'melebar ke w11ayah lam terutama d1 b1dang penegakan

Penegakan hukum ternyata d1sadar1 oleh para p011t151
telah menjadi oag1an pentmg bagi pencapalan kepentmgan
pqhtzk Putusan-putusan lembaga peradilan terbukti ampuh
atau sangat berpengaruh untuk pencapaiari politik. Penentuém
hasil dari proses pemilu ternyata tidak hanya berhenti di
pengh1tungan suara melainkan justru berakhir di Iembaga
peradilan. Bahkan, berbagai mekanisme pemilu bukan 1ag1
hak eksklusif para legislator untuk mengaturnya, 1embaga
peradilan dapat berperan penting untuk dapat mengubah dan
menentukan mekanisme tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK), dapat dikatakan merupakan
lembaga yang punya peran sangat besar dalam hal-hal tersebut
di atas. Peran MK dalam Pemilu 2009, bahkan telah dimulai
jauh sebelum pelaksanaan tahapan pemilu dilakukan dan
penentuan akhir tahapan pemilu pun ditandai dengan peranan
MK yang sangat menentukan. Peranan yang dilakukan MK
tersebut, lebih dari sekedar menjalankan kewenangannya
seperti yang diatur dalam undang-undang yvang mengatur
tentang Pemilu tetapi lebih dari itu.

Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa kreativitas
lembaga peradilan melakukan judicial activism! telah
menghasilkan berbagai terobosan yang tak terduga

v judicial activism dikenal sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan tindakan
hakim yang aktif dan kreatif mencari kebenaran dengan memberikan penafsiran
luas terhadap materi undang-undang termasuk mengenai kewenangannya yang
merefleksikan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Aliran ini berkembang
di negara-negara yang menganut sistem hulkum Anglo-Saxon atau Commeon law
meskipun terdapat juga pada hakim-hakim di negara-negara Eropa Kontinentat.
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..'__Peran MK dalam_Penye!esaian Sengketa Pemilu 2099 :

- Sebelumnya Persoalannya tentu: memast1kan bahwa segala
' terobosan tersebut tetap berada pada galurnya dan berorientasi . -
membenkan solusi pada persoalan bangsa. Perlu selalu_:{ :
3terdapat sﬂcap krms demz menjaga onsmalztas penecakan % =
‘hukum. yang: terjaga dam dom1nas1 p011t1k ‘Jangan sampai :
polztzk menjadl faktor domman penentu persoalan bangsa ini "

kepentmgan polmk semata

"--B Fakta Peranan Mahkamah Konstxtusz dalam

Penyelesamn Sengketa Pemilu 2009

Menurut undang-undang yang mengatur tentang
penyelenggaraan Pemilu 2009, penegakan hukum terkait
dengan pemilihan umum terbagi dalam tiga jenis yang masing-
masing memiliki mekanisme, akibat penegakannya dan
1embaga penyelesalannya * Ketiga hal tersebut yaitu:
{1} :pelanggaran administrasi yang diselesaikan oleh KPU
(2} - pelanggaran pidana yang diselesaikan oleh peradilan

-umum, dan
(3)  perselisihan hasil pemilu yang penyelesaiannya diputus
-:oleh-Mahkamah Konstitusi.®

Semua jenis pelanggaran di atas terjadi dalam kuantitas
cukup banyak dalam pemilu lalu, namun karena dua jenis
pelanggaran terdahulu tidak memiliki akibat secara langsung
terhadap hasil pemilu maka perhatian peserta pemilu maupun
- masyarakat banyak tertuju pada jenis yang ketiga vaitu
perselisihan hasil pemilu yang penyelesaiannya diputus oleh
Mahkamah Konstitusi.

# Lihat Pasal 247 sampai Pasal 259 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 190 sampai Pasal 201 Undang-
Undang Nomor 42 Tzhun 2008 tentang Pemiiihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden.

® Pembagian jenis penegakkan hukum dalam pemilu 2009 sedikit berbedsa dengan
yang diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menjadi
landasan Pemilu 2004, Dalam undang-undang tersebut terdapat satu jenis lagi,
yaitu sengketa antar peserta pemilu yang diselesaikan oleh panitia pengawas.
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. _}-Namun demlklan dalam penegakan hukum yang ter_jad1 ’

o dalam Pemﬂu 2009 juga muncul jenis-jenis penegakan hulkum
yang terkait dengan mekamsme dan hasil pemilu selmn"'yang_

- :-'dla_ur dalam unda_ng undang tentang penyelenggaraan pemﬂu 3

-’;"Jems penegakan hukum ini’ Justru sangat berpengaruh'

- '-5_'terhadap hasil: pem}.lu dan teiah memicu terjadinya. penegakan'
“hukum’ terkaut pemllu yang semakm “kreatif” dan ‘belum

'--.'_pernah ter3ad1 sebelumnya Lembaga lembaga pelaksana

: '-:.kekuasaa_n kehakiman terlibat berbaga_l kontrover31 muncul
"'dalam setlap putusanuputusan yang dlkeluarkan : :

1 Penguj:lan “Undang-Undang Pahng Popuier

Undang-«Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengamanatkan bahwa Mahkamah Konstitusi memang
merupakan lembaga pemutus sengketa perselisihan ‘hasil
pemilu. Kewenangan ini dianggap sebagai puncak perselisihan
hasil dalam setiap pemilu maupun pemilihan kepala daérah.“
Putusan mengenai hal tersebut bersifat final dan tidak ada
upaya hukum yang dapat dilakukan.® Oleh karena itu, ‘para
peserta pemilu seakan berlomba memasukkan permohonan
ke MK dan menaruh harapan terakhir perjuangannya dalam
pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Namun dalam Pemilu 2009 ternyata, selain putusan
mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), para
pihak yvang terkait menggunakan jalan lain untuk memuluskan
langkahnya dalam pemilu yaitu melalui permohonan pengujian
undang-undang {PUU) yang juga merupakan kewenangan
Mahkamah Konstitusi.®

*  Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan
penyelesaian perselisihan pilkada yang sebelumnya berada di Mahkamah Agung
dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi.

¥  Ketika ditangani MA sering terjadi putusan perselisihan hasil pilkada diajukan
Peninjauan Kembali (PK} ke Mahkamah Agung, seperti kasus Depok, Sulawesi
Selatan dan lain-lain. Hal tersebut tidak mungkin dilakukan di Mahkamah
Konstitusi karena MK tidak memiliki kewenangan memutus Peninjauan Kembali
(PK}.

5 Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewsjiban
yaitu: berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
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Tercatat undang undang yancr terka;t dengan Pemﬂu 2009 S
: -'-'_{Undang -Undang Pemllu Leglslatlf dan Undang Undang:-'
“Pemili an. Pres1den} merupakan undang undang yang paling
"_banyak ménjadl sasaran’ pengugla,n dalam waktu yang smgkat_f;'
i Mahkamah Konstitusi. Undang«-Undang Nomor 10 Tahun =
"20'0_8 yang mengatur tentangﬂ_pemﬂu leg1slai1f dala“n kurun
__-Waktu satu tahun saja, pahnggtldak telah ter_}adz 11 {Sebeias)"__ o
kal saSaraﬂ penguy.an d1 Mahkamah Konstltusz dan putusan_":
'_-_._MK__-_.pada umumnya mengabulkan permohonan dan para_-.':":
'_-'pemohon yang. notabene ‘pada umumnya adalah para calon_’fi':-

‘peserta atau peserta permlu Sedanckan Undang -Undang

Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur mengeneu Pemlhhan %

Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu kurang dari setahun

telah. mengalam1 paling tidak 5 (lima) kali pengujian di

Mahkamah Konstitusi.”

: __.._Selam,k_edua undang-undang tersebut, juga terdapat
banyak pengujian terhadap beberapa undang-undang lain yang
d1tujukan dalam rangka memuluskan langkah para calon
peserta Pemﬂu 2009 Mlsalnya pengujian terhadap Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur pelaksanaan
Pemﬂu Leg1slat1f 2004 ataupun terhadap Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2003 yang mengatur pelaksanaan Pemilihan
Presuien 2004 Kedua undang-undang ini diuji dengan harapan
agar aklbat dari putusan MK berpengaruh terhadap proses
1eg1sla31 undang- undang yang mengatur Pemilu 2009 atau
putusan MK berdampak pada eksistensi kepentingan pemohon
dalam Pemilu 2009, seperti pengujian terhadap ketentuan
electoral threshold (ET) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2003 yang berdampak pada peserta Pemilu 2009.8

bersifat final untuk (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
{2} memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pem-bubaran partai politik, dan {4) memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum, Sedangkan kewajibannya adalah
memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenal dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atan Wakil Presiden menurut Undang- Undang Dasar.
7 Data ini dapat dilihat dalam website resmi Mahkamah Konstitusi. Lihat http://
www.mahkamahkonstitusi.go.id /index.php?page=sidang. PutusanPerkara &id=
l&aw=1&ak=11&kat=1 (diakses tanggal 11 September 2009).

® Lihat Putusan MX terhadap perkara Nomor 16/PUU-V/2007 yang diajukan
oleh partai-partai yang tidak jolos electoral treshold dalam pemilu 2004.
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- .2 Putusan Pui:usan Kam:mvexsa

Kontroversu mewamal putusan»putusan MK yang berkaltan
' 'dengan Pemilu’ 2009 Kontrover31 putusan MK dapat d111hat
: _darl subtansn putusannya yang dlanggap meleb1h1

_ kewenangannya ataupun dilihat dari- seg1 proses pembentukan
- 'putusa_n dan’ kemungkman eksekusi dari putusan terscbut'_
Paimg udak terdapat empat Jems kontrovers1 yang dapat dlbaca
- dari’ putusan putusan MK yang terkait dengan Pemllu 2009

tl

‘a) putusan pengujlan undang undang dl tengah dan akh1r
“ " tahapan Pemilu. : :
b}~ :'putusan yang tidak dapat dﬂaksanakan
c) :putusan yang memuat norma baru dalam praktek.

d) putusan persellsxhan hasil yang memuat pengaturan."_"

a) Putusan pengujian undang~undang secara parsial di tengah
~tahapan Pemilu.

Fenomena pengujian yang marak terhadap undang- undang
yang mengatur pemilu yvang diajukan oleh para calon p@serta
atau peserta pemilu tentu dapat dibaca sebagai upaya
memuluskan langkah mendapatkan hasil maksimal dalam
permlu Jika pengujian tersebut dilakukan sebelum tahapan
pemﬂu dimulai, meskipun sarat kepentingan politik, dapat
dinilai wajar. Menariknya, beberapa pengujian yang dilakukan
dan putusan terhadap pengu_uan pengaturan tentang pemﬂu
ini terjadi di tengah proses berlangsungnya tahapan pemilu,
atau bahkan ketika sebagian besar pelaksanaan tahapan
pemilu telah selesai dilakukan. Tentu dianggap tidak adil bagi
para peserta pemilu jika peraturan pemilu berubah di tengah
pernilu berlangsung atau bahkan setelah pemilu selesai, terjadi
perubahan peraturan yang mengakibatkan berubahnya
pemenang pemilu.

Putusan MK yang menetapkan suara terbanyak sebagai
dasar perhitungan caleg terpilih dalam suatu partai politik
dibacakan pada tanggal 23 Desember 2008 sedangkan
kampanye pemilu legislatif telah dimulai sejak tanggal 8 Juli
2008. Banyak analisis tentang persoalan yang ditimbulkan
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_' -Peran MK _dalam Penyelesaian Sengketa Pemi[u 2009 D

dan putusan tersebut tetapi mungkm yang terpentmg terkaxt =

: persoalan hukum adalah Undang -Undang  Nomor 10 Tahun_: e

'_2008 yang- dmp ketzka dtu dlrancang dengan paradlgma;__”_

-'penentuan calon terplhh berdasarkan nomor urut .sehingga -
* semuar pengaturan ‘mulai. dan pencalonan penerapan mstem__'_ N
"keterwakzlan perempuan, model pembenan suara hmgga- '

. _"'penyelesalan persehszhan hasﬂ semuanya d1bentuk___-:. :
'-kompat1be1 dengan sistem nomor urt.: Mengubah hanya bagian -

'-.__{penetapan caion terpzhh berdasarkan suara terbanyak e

- 'membuat sistem- 31stem laun t1dak dapat bekelja dengan baik.,

Sebacal contoh sistem zipper dalam penentuan
keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif menjadi
kehilangan reievansmya karena prinsip harus terdapat satu
calon leglslatzf perempuan diantara 3 urutan daftar calon
leglslatzf menjadl tidak bermakna disebabkan penentuan calon
leglslatlf terp;lhh tlciak 1ag1 memperhxtungkan nomor urut.

_ Persoalan persehmhan hasil yang diadili di MX juga
menueu masalah Ketentuan dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi functo Pasal 3 ayat (1) huruf
b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009
menegaskan bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan
langsung dalam perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah partai
politik peserta Pemilu, bukan calon anggota legislatif secara
orang-perorangan. Lebih lanjut ditentukan pula bahwa
permohonan PHPU haruslah mempengaruhi perolehan kursi
partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan,
schingga tidak berpindahnya kursi dari partai politik satu ke
partai politik lain dalam konteks sengketa antar caleg dianggap
bukan menjadi objek sengketa Pemilu. Padahal dengan sistem
suara terbanyak, sengketa antar caleg menjadi tak
terhindarkan di setiap partai politik.

Akibatnya MK membuat lagi kontroversi baru terkait hal
ini dengan turut memeriksa, mengadili, dan memutuskan
permohonan dari beberapa partai politik yang menyertakan
kasus sengketa antar caleg setelah sebelumnya menyatakan
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. _menoia_k mengadlh kasus jenis ini.? MEK- akh1rnya mengachh
~sengketa jenis m;m aengan membenkan 2 {ciua} perumbangan
 kumulatif yaitu: Pertama, syarat subjectum litis vaitu
-permohonan tersebut tharus tetap: dzajukan oleh Dewan
P1mpmam Pusat (DPF) Partal Politik atau nama yang SE}CI‘IISHY&,
'bukan oleh- masmg-masmg caleg yang bersangku_tan secara
ﬁ-otonom, Kedua, syaraL objectum litis ya;tu objek yang
. d;permasaiahkan haruslah tetap. Keputusan KPU tentang
aperolehan suara hasﬂ Pemilu-yang berkaitan dengan
perolehan suara’ setzap caieg daiam satu parpol o e

b) ‘Putusan yang tidak dapat dilaksanakan.

_ TerdapaL pula putusan MK yang nyatanya tidak blsa
dﬂakukan yaitu putusan yang membatalkan ketentuaﬁ
perahhan dalam Pasal 316 huraf d Undang Undang Nomor 10
Tahun 2008 yang memperbolehkan partai-partai yang terkena
electoml treshold dalam pemilu 2004 tetapi memiliki kursi di
DPR RI untuk ikut dalam pemilu 2009 tanpa venﬁkas.t 12
Ketentuan tersebut memang bersifat manipulatif dan
diskriminatif, oleh karenanya MK menyatakan: “... Pasal 316
huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 justru
menun_}ukkan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil
terhadap sesama parpol peserta Pemilu 2004 yang tidak
memenuhi electoral threshold’.

Persoalannya, Putusan MK ini baru keluar satu hari
setelah penetapan partai-partai peserta pemilu 2009 oleh KPU
sehingga putusan tersebut tidak dapat dilakukan karena

?  Lihat pernyataan Mahfud MD sebelum dimulainya peradilan perselisthan hasil pemilu
(PHPU) di Harian Republika § Februari 2009, “MK Tolak Tangani Sengketa Caleg”.
Dapat diakses di hitp://www.republika.co.id/berita/ 30245/ MK_Tolak_Tangani_
Sengketa_Caleg {diakses 12 September 2009).

© Pyaiusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan setidaknya 14 (empat belas)
permohonan sengketa antarcaleg yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai-
partal politik,

B Argumentasi MK dikutip dari tulisan Pan Mohammad Faiz, “Sengketa Antar Caleg”
hitp:/ /jurnalhukum.blogspot.com/2009/06 /sengketa-antarcaleg. htmlfdiakses 12
September 2009),

2 Pasal itu mengatur, “Partai politik peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi
letentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan: ... d. memiliki
kursi di DPR Rl hasil Penmilu 20047,
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Peran MK dalam Péﬁyeias}ai&rﬁ Sengheta Pemiln 2002 -
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Dca».ct“"l'l uutusan pengu}}.an vang lain kont“overm Juga
Lx,fjafil. karena melalui putusannya, MK tferms ja‘ta melahitkan
normea baru yang Sebeiumnya tidak diatur dalam undang-
umdanw Hal ini dianggap melebihi kewenangan karvena fungsi
MI Semesnnya hanya sebagai negative legislation, sedangkan
melshirkan norma dalam suatu undang- undang adalah fungsi
lembaga legislatif. Putusan-putusan vang dianggap melahirkan
norma baru adalah putusan MK yang menambahkan syarat
domisili sebagai syarat calon anggota DFD dan putusan MK
yang memperbolehkan KTP gebagail kartu pemilih dalam
pemilihan presiden.

MK Mbemarﬂya secara formal tidak mengakui melakukan
venambahan norma dalam peraturan tersebut melsinkan
hanya m@mberz penafsiran terhadap ketentuan yang ada
namun nyatanya substansi dari ketentuan t f%ﬁbua memang
bertambah dan zt‘ia%a;m p@hksamaan k@t@ntuan erzebut
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o "-_-'herdomlslh d1 daerah pem}.hha,n yang bersangkutan aklbat
| p tusan MK calon calon yang t1dak berdom13111 di da.erah .
. _--_'--'i;emmhannya dzanggap tidak memenuh1 syarat artmya:
_ "'::terdapat{penambahan syarat calon anggota DPD melalm.

"--_"'E_'.kete'_htuan dlmaksud sebagal “konsutusmnal bersyarat’_’

'_--'.'-:sepanjang dalam pelaksanaannya (baik oleh eksekutif,
_leglslatzf.maupun yudzkauf) dltaf81rkan sesuai dengan
-persyaratan konstitusional yang dztentukan oleh MK.* Jenis
putusan seperti ini, sebenarnya dapat dinilai wajar karena
memang MK dianggap sebagai penafsir tertinggi keten_tu_an
'_dala.tn_ k_o_ifisﬁti_tusi, namun potensi terjadinya keputusan di luar
kewénangan jﬁga tinggi karena syarat yang digjukan bisa jadi
merupakan benar-benar norma baru yang memang merupakan
hak legislatif untuk melahirkannya. Dalam putusan ini
perbedaan pendapat di antara hakim juga sangat ketat, empat
dan sembﬂan hakim memberikan pendapat berbeda atau
dzssentmg opinion terhadap putusan MK tersebut.’’1 Dewa Gede
Palguna, salah satu hakim yang memberikan pendapat berbeda
menyatakan “Mahkamah telah mengingkari hakikat dirinya
sebagai negative legislator. Sehingga dengan demikian
Mahkamah telah bermetamorfosis menjadi positive legislator.
Hal itu juga akan menghilangkan hakikat Mahkamah sebagai
a true court dan berubah menjadi lembaga politik,”! '

 Dalam praktek penetapan syarat domisili ini juga menjadi
kehilangan makna karena syarat domisili diberlakukan tanpa
lamanya waktu domisili dan hanya dibuktikan dengan
keberadaan KTP.

13 Istilah conditionally constitutional pertama kali diperkenalkan ME dalam putusan
terhadap perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-IIT/2005
mengenai pengijian Undang-Undang Sumberdaya Air (UU No. 7 Tahun 2004).

15 Keempat Hakim Konstitusi tersebut adatah I Dewa Gede Palguna, HAS Natabaya,
Mahfud MD, serta Harjono.

¢ Lihat putusan M¥ terhadap perkara némor 10/PUU-VI/2008 yang dibacakan pada
tangsal 1 Juli 2008.
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Sans -.'undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.




Peran MK dalam Penyelesatan Sengketa Pemsiu 2009 i

d) Putusan persehsman hasﬂ yang memuat pengaturan _
& Hal 1a1n yang menarik da}am putusan ‘MK adalah’ keuka'_' 3

' '_MK melakukan penafsn‘an atas’ ketentuan dalam Peraturan.'." R
_ ;KPU tentang perh;tungan kur31 tahap 111 Sekilas memang e
- kelihatan MK ‘tidak berwenang melakukannya karena MK
".:hanya berwenang mengujl undang«-undaﬂg bukan peraturan__-
. ..di bawah: undang«undang, namun MK melakukan ‘penafsiran -
o ters_'eb'ut bukan dalam kasus' pengujian undang-undang (PUU)"_"'.- '

"melamkan' dalam kasus persehszhan hasﬁ pemzhhan umumﬂj T

'{PHPU) yang dla_}ukan oieh partai- partax pohtlk yang

' mempersoalkan mengenaz keputusan KPU”tentemg penetapan
calon terpilih’ bukan pengujian terhadap Peraturan KPU.%
Dalam putusannya MK menyatakan penerapan undang-undang
oleh KPU yang: tertuang dalam Peraturan KPU “keliru dan
tidak tepat menurut hukum” dan Mahkamah Konstitusi
menetapkan penerapan yang benar”.'? Nampak memang hanya
mempersoalkan keputusan KPU-nya saja yang memang
kewenangan MK dalam sengketa PHPU, namun secara
substantif dalam prakteknya KPU ketika menjalankan putusan
MK harus mengabaikan Peraturan KPU atau mengubah
peraturan tersebut sementara, menguji Peraturan KPU
bukanlah kewenangan MK melainkan kewenangan MA.

3. Putusan Mahkamah Agung versus Putusan Mahkamah
Konstitusi
Kewenangan MA terkait pemilu jika dilihat ketentuan
dalam undang-undang hanyalah kewenangan yang dilakukan
~ oleh lembaga peradilan di bawahnya yaitu Peradilan Umum
dalam menangani pelanggaran pidana pemilu. MA sendiri
secara langsung tidak bersidang dalam kasus-kasus terkait

7 Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan
Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam
Pemiiu Tahun 2009 bertanggal 11 Mei 2009 dan Keputusan Nomor 286 /Kpts/KPU/
Tahun 2009 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Secara Nasional dalam Pemitihan Umum Tahun 2009 bertanggal 24 Mei 2009.

8 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009,

¥ Lihat Putusan MK terhadap perkara Nomor 74 - 80 - 94 - 59 — 67 /PHPU.C -VIi/
2009.
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__'pemllu Namun nyatanya beberapa putusan MA- telah
.meng‘nenyakkan perhauan publik terutama partai-partai. poiztlk

. :.'-.':aklbat 4 (empat) putusan.yang dlkeluarkan MA berpotensi

L mengubah perolehan kursi partai. politik secara besar—besaran
Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pengu_;lan
"terhadap ketentuan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor
' :'.15 Tahun 20(}9 vang memuat tata cara penetapan kurm dan

'-.caleg terpﬂlh Melahn putusaﬂnya MA membatalkan cara
S ﬁ:perh1tungan kur31 DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /

) Z-Kota yang terdapat dalam Peraturan tersebut dan menetapkan
cara pcrh1tungan yang berbeda.?? Bahkan khusus r ‘nengenal
kur51 DPR, MA memerintahkan pembatalan keputusan KPU
tentang penetapan caleg terpilih karena dihitung berdasa_ika_n
ketentuan dalam Peraturan KPU yang dibatalkan. Hal tersebut
dilakukan karena memang putusan MA ini dikeluarkan setelah
pemungutan suara, penetapan calon.terpilih dan persehsxhan
hasﬂ pemilu di MK telah selesai. -

.-Berdasarkan kewenangannya yang terdapat pada Pasal
24A.ayat {1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik indonesia Tahun 1945, MA memang dapat menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
Peraturan KPU adalah produk di bawah undang-undang,
sehingga sah untuk diuji di MA. Secara prosedural memang
tidak ada yang salah, tapi substansi putusan jika dijalankan
maka akan terjadi perubahan besar-besaran., Berdasarkan
perhitungan Centre for Electoral Reform (Cetro), tiga partai
besar Demokrat, Golkar, dan PDIP memetik untung besar.
Sedangkan partai-partai menengah dan kecil PKS, PAN, PPP,
Gerindra, dan Hanura-harus tertimpa musibah.

Jumlah kursi Demokrat, misalnya, melonjak menjadi 181
kursi (32,32 persen} padahal suaranya hanya 20,85 persen.
Golkar akan meraup 132 kursi (23,57 persen} dengan suara
yvang hanya 14,45 persen. Sedangkan, bagi Partai Hanurz,

2 Terdapat lima putusan MA terkait penguiian terhadap Peraturan KPU No. 15
Tahun 2009, Satu putusan berupa penclakan dan empat putusan mengabulkan
permohonan pemohon. Keempat putusan yang mengabulkan permohonan pemochon
tersebut dibacakan tanggal 18 Juni 2009,
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_ .kursmya mengerucut hanya lima (0,89 persen) dengan suara
Mehhat kDIldlSl Ani. KPU pem111k peraturan dan partalﬁ

partal polmk yang merugl besar—besaran mengambil langkah-
langkah yang dlperlukan KPU: melalui. Lkonferensi pers-nya
tanggal 31:Jduli- menyatakan ‘menghormati ‘dan akan™
melaksanakan putusan MA serta juga sekaligus, secara

_ bersamaan menyatakan bahwa putusan MA tidak berlaku
- .surut KPU melihat terdapat peluang untuk tidak mengubah
caleg terplhh meskipun tetap melaksanakan putusan MA.
' Berdasarkan Perma Nomor: 1 Tahun 2004 yang mengatur soal

uji- mateml peraturan di MA ditentukan bahwa putusan MA
akan berlaku secara otomatis dalam waktu 90 hari sejak
dikirim ke KPU. Walaupun dibacakan tanggal 18 Juni ternyata
putusan-putusan MA tersebut baru dikirim tanggal 22 Juli
2009 kepada KPU, schingga hitungan 90 hari akan jatuh pada
tanggal 20 Oktober 2009. Sementara tanggal 1 Oktober adalah
hari pelantikan anggota-anggota DPR terpilih. Jadi ketika
putusan-putusan MA tersebut berlaku, anggota DPR sudah
dilantik dan tidak mungkin dibatalkan karena putusan MA
tidak berlaku surut.

Namun demikian di sela waktu tersebut ternyata juga
diajukan oleh beberapa Partai politik pengujian Undang-
Undang Pileg terkait dengan ketentuan yang dibatalkan MA
dalam Peraturan KPU. Hasilnya MK memberikan penafsiran
tentang ketentuan tersebut yang menguatkan bahwa
ketentuan dalam Peraturan KPU yang dibatalkan MA adalah
penafsiran yang benar. Dalam putusannya, MK tidak
membatalkan satupun ketentuan dalam UU melainkan
memberikan tafsir bagaimana seharusnya perhitungan
tersebut dilakukan., MK menyatakan bahwa pasal 205 ayat
(4), pasal 211 ayat (3), dan pasal 212 ayat {3) Undang-Undang
Nomeor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD, dan DPRD konstitutional bersyarat {conditionally

# Lihat Refly Harun, “Menegosiasikan Putusan MA* dalam Koran Tempo 4 Agustus
2009,
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' __'."constzfutzonal) Artmya pasal pasal tersebut konsutuswna}._

g fsepan_} ang dunalmai sesuai pui:usan Mahkamah Konstitusidan :

E 'fmene_nknya Putusan MK i 1n1 sepertl mengukuhkan ketentuan-;

'-ketentuan dalam Peratura.n KPU Nomor 15 Tahun 2009 yang
o sebelumnya dalam Putusan MA telah dlbatalkan Akmatriy*a

:.'”-"qutusan MA® menjadl ‘tlda_k dapat dlberlakukan oleh KPU: o
o _Penshwa ini. nampak untuk kedua kalmya terjadl 1nsan_'_ :
laksanaan kewenangan yang dﬂakukan Mk terh dap
ke énangan MA Setelah sebelumnya MK secara "tzdak
f-langsung dan fomlﬁ. mengu_]:i Peraturan KPU dalam sengketa

: .':_'_'-j-PH.PU yang sebenarnya pengujlan tersebut merupakan

kewenangan MA. Rivalitas antara MA dan MK mungkin memang
tidak dapat dipastikan dalam kedua kasus ini, namun peristiwa
ini palmg tidak dapat membentahukan bahwa, dalam praktek
di antara:dua lembaga pelaksana kekuasaan kehak1man
seakan terdapat vang lebih sSupreme dlbandmg yang Iamnya
Dalam kasus ini, tidak dipungkiri, terjadi pengujian putusan
pengadﬂan oleh jenis pengadilan lain yang berbeda walaupun
secara formal nampak keduanya hanya melaksanakan
kewenangannya masing-masing. Nampaknya perlu regulasi
yang mengatur pembatasan objek pengujian yang beririsan
antara dua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman ini agar
tidek terjadi saling tumpang tindih yang pada gilirannya hanya
merugakan para pencari keadilan.

4. DPT Tanpa Penyelesaian Hukum

' Hak dipilih dan hak memilih merupakan hak istimewa
rakyat yang tidak boleh hilang dalam sebuah negara yang
demokratis. S E Finer menilai, hilangnya kesempatan
partisipasi masyarakat dalam suatu negara berarti memberi
peluang besar dominannya unsur-unsur non-demokratis
mengambil keputusan politik di negara.®

Dalam perspektif hak asasi manusia dapat diketahui bahwa
hak dipilih dan hak memilih merupakan hak asasi yang
diperoleh manusia secara alamiah dan tentu setiap kegagalan

2 SE Finer, The Man on Horseback: The Reole of The Military in Politics {New
York: Frederick A Praeger Publisher, 1962).
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| _ pemenuhan hak 1n1 dapat d1n11a1 sebaga_l pelanggaran HAM

--Internatlonal Covenant on szﬂ and Pohtlcal nghts dan'_
_'Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusy.a adalah di- antara dokumen hukum yang membem i

: jamman bag; ha_k p111h (dlpﬂlh dan memahh) dan menempatkan g

-sehmgga hak p1lih {mermhh dan d1p1hh) dapat _]uga dlgolongkan?:. o

sebagai . hak konstxtusmnal warga negara. Dalam. Undang--- :

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jaminan
jenis diatur, dalam-Pasal 27 ayat (1) yang menjamin hak
partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dalam undang-
undang tentang pemilu baik dalam Undang-Undang Pileg
méﬁﬁnn_..UndanguUndang Pilpres, jaminan. terhadap hak pilih
warga negara juga diatur. Menurut undang-undang ini,
tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih
dianggap :sebagai pelanggaran pidana.

Dengan demikian, jika dalam pemilu terjadi pelanggaran
terhadap penggunaan hak pilih masyarakat yang berhak
memilih, maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM,
pelanggaran hak konstitusional warga negara, dan juga
merupékan pelanggaran pidana sekaligus. Namun
menariknya, Pemilu 2009 lalu dimana terjadi kehilangan
puluhan juta hak memilih warga negara, hingga kini tidak
ada upaya hukum yang diputuskan mengenai hal ini. Peradilan
pidana sebenarnya dapat mengadili kasus ini, namun yang
menjadi fokus adalah tindakan pelaku menghilangkan hak
pilih sehingga hasil peradilan ini tentu tidak berpengaruh pada
hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi sebenarnya dapat mengadili jenis
pelanggaran ini, secara tidak langsung, dalam sengketa PHPU.
Pemohon semestinya mengajukan kasus pidananya terlebih
dahulu ke peradilan umum jika telah terdapat putusan, maka
putusan tersebut bisa dijadikan salah satu bukti dalam kasus
sengketa PHPU yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.
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Sl Jlka MKRI memzhkz kewenangan mengad111 constttuttonal
' '-_complamt per soa_ian ini akan'j juga lebih mudah dztangam MK 23
"-;permohonan untuk’ mengajukan Constatutzonal complamt

(pengadua:a konstlmsmnal) dapat dﬂakukan oleh setiap orang
(1nd1v1du} jxka ia’ mengang ap salah satu hak dasar (fundamental
: nghts}«nya yang’ dl_;amm dalam Undang Undang Dasar’ teiah
_-d11anggar oleh perbuatan (acts} atau ‘kelalaian {omi:
~lembaga negara baik lembaga leg1slat1f eksekutlf me_i_ _ pun

' f_--yud1kat1f 2% Jadi, MK_ tidak hanya dapat mengadﬂz ‘kerugian
konstltusmnal yang ter_]adi karena lahxrnya suatu undang~

undang, _Sepertz kewenangan yang dimiliki MK- saat ini. Untuk

masa depan penambahan kewenangan ini perlu dzplklrkan
karena kenyataannya banyak sekali kerugian konstitusional
yang dlder:tta warga negara yang terjadi bukan hanya karena
1ah1rnya suatu undang undang. Menurut Yong Zhang bagl
negara berkembang seperti Indonesia sangat dlperlukan
adanya‘mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional yang
dijamin dalam konstitusi secara lebih kuat, “A strong executive
is essential for modernizing or developing their economy. This results
in cmzens nghts bemg sacrified ornot given sy ﬁ' wcient guarantee |

c. Penutup _
Mahkamah Konstitusi telah memamkan peranan yang
sangat besar dalam sebuah peristiwa politik yang sangat
menentukan di negeri ini. Besarnya peran MK ini
mengisyaratkan bahwa lembaga ini harus dipastikan
orisinalitasnya. Besarnya peran lembaga peradilan di bidang

*% Beberapa negara memberikan kewenangan pengaduan komstitusional
{constitutional complaint) pada Constitutional Coust, yaitu antara lain Negara Jerman,
Korea Belatan, dan Slovenia. Lihat HM Laica Marzuki, “Pengaduan konstitusional
{constitutionai complaint}, sebuah Gagasan Cita Hukum,” dalam Refly Harun, Zainal
A.M. Husein, dan Bisariyadi ed., Menjaga Denyut Konstitusi, cet. 1., (Jakarta:
Konstitusi Press, 2004},

* Lihat Letjen TNI {Purn) Achmad Rustandi, $.H., Mahkamah Konstitusi dalam
Tanya Jawab, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 37-38.

% Yong Zhang, “Commentaryl-Comparison on the Functions of the Judicial Review
System in East and Southeast Asia,” dalam Yong Zhang ed., Comparative Studies on
the JudicialRreview System in East and Southeast Asia, (The Hague/London/
Boston: The Kluwer Law Int., 1997 him. 258.
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. Peran MK dalam Penye]esaian Sengketa Pemi!u 2009 ;- '

' pOlltik dapat menggoda para aktor pohtlk untuk mthrlk lembaga'“ o

: '_11‘11 sebagal fasz,lltas pencapa1an tujuan polxtlk dengan SO

' .Aklbatnya subtans1 hukum menjadl kehﬂangan makna dan
'kem’oah pohtlk men_]adl panghma bagi- penegakkan hukum

Oleh- karena:itu; ide pembatasan: dalam- penggunaan'
kewenangan di MK bukannya harus d1tolak mentah mentah, ©
. :-bagalmanapun kekuasaan yang besar selalu berpotensf'"” '
_memmbulkan penylmpangan Seiam ituy mekamsme:'__

' .hubungan 1embaga ini dengan lembaga negara lain juga harus =~ -

tegas-terutama dengan MA yang juga melaksanakan :
kelcuasaan kehakiman. ¢

Namun di sisi lain juga terdapat ruang-ruang kosong dari
perlindungan hak-hak warga negara yang perlu diisi dengan
keterlibatan Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai lembaga
ini terlampau kreatif di salah satu kewenangannya, sementara
masih terdapat kewajiban perhndungan hak Warga negara
yang terabaikan.
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